LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Nomor : Tahun : SERI: NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
periu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan,

" Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Dacrah mcnjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemecrintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Tbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,

PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA AHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PERUD

BAEB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati '
pati dan perangkat daerah sebagai uns
penyelenggara pemerintahan daerah. seb ur

3. Pcmergntahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dcqgan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ne
Republik Indonesia Tahun 1943, ha
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Bupati adalah Bupati Langkat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD

10,

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17,

)

@)

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Langkat sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Langkat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya
dan ditetapkan olch pemerintah desa.

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat
berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau
lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi
desa baru.

Penataa{l desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga
mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.

I?cnghapusan df:sa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat
tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat,

]?-at.':::;i alam adgl;hlpengguman unsur alam scperti gunung, sungai,
pantai, danan ain scbagainya yang dinyatakan atau ditetap
scbagai batas wilayah desa. & : ke
Batas buatan adalan penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar
b?tas, jalan, rel k.creta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BABII
PEMBENTUKAN DESA, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas
prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi
geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabun
gan, penghapusan dan
atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil
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guna  penyelenggaraan  pemeriniahan,  pembangunan dan
kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi
dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB I
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Syarat-syarat Pembentukan desa adalah:
a. jumliah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga

(KK);

b. luas Wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan ;

c. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan, memiliki jaringan
pethubungan yang lancar, memiliki sarana komunukasi yang
memadai dan fasilitas umum yang memadai;

d. mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk
kepentingan masyarakat dengan memperhatikan  pelestarian
lingkungan.

e. Syarat lain yang ditetapkan -
iy yang pkan oleh peraturan perundang-undangan yang

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

(1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa

dilakukan atas usul Kepala D
esa de .
Permusyawaratan Desa darj desa yang ngan ta-p;ersemjuan Badan

(3) Tata Cara pembentukan, usan
penggabungan dan pen
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yanggb}::rlljaku. desa

BABV
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

desa yang lain, diteta i craturan
. pkan batas wilayah desa dengan P Desa
berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersgama dari desa yang
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(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
batas alam maupun batas buatan.

Pasal 7

(1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan
dalam bentuk Peta Desa.

(2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
persetujuan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk
Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB V1
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian
wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh
Kepala Dusun.

(2) Syarat-syarat pembentukan dusun ;

a. jumlah penduduk paling rendah 200 Jiwa atau 50 Kepala
Keluarga ;

b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan ;

c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya
kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung
perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
setempat.

3) gt;mbentukan dusun ditetapkan oleh Camat atas usul dadi Pemerintah
sa..

BAB VII
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasai 10

(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusn jadi
S ya menjadi Kelurahan
berdasatkm} praka.rsa. Pemerintah Desa bersama BPD dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat setempat,

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada a isetujui
[ nak ! yat (1) disetujui

pfjll.glg sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai lilak
pitih,

(3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. luas wilayah paling sedikit 500 Ha;
b. jumiah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
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prasarana dan sarana pemirixllu;ta:han yang memadai bagi
terselenggaranya erintahan ke an, _
d. potensi gegl(onoymi plinrupa jenis, jumi.ah usaha jasa dan produksi
serta keanekaragaman mata pencaharian;

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanck-aragan:-lan status
penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan

f meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 11

(1) Desa yang berubah statusnya menjadi lfe{urahan, 1urah_ dan
" perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di
Kabupaten Langkat.
i desa yang
2 ala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari
@ dKleuI;)ah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya dan diberikan penghargaan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penmetapan perubahan status desa menjadi

kelurahan adalah sebagai berikut :

a. adanya prakarsaa%d:; kesepakatan masyarakat untuk merubah status
desa menjadi kelurahan; . g

b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan
kepada BPD dan Kepala Desa;

c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul
masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan
kesepakatan rapat ditvangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD
tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;

d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi
kelurahan kepada Bupati melaiui Camat, disertai Berita Acara Hasil
Rapat BPD;

¢. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati
menugaskan  Tim  Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk
melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi
kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah
status desa menjadi keluraban, Bupati menyiapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

g bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD;

h. raucangan peraturan daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi
K.elm'ahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status
Dfesa m.enjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf h,
dJSﬂfnpmkan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13
Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi

kekayaan Daerah Kabupaten dan dikelola oleh kelurahan
_ yang
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat sefempat. _
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Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta
perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat. -

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 68 Tahun 2000 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di ; Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto
H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
padatanggal  : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KARIIPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 3
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